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Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka memberikan
dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI di bidang legislasi, Pusat Perancangan
Undang-Undang Bidang Ekkuinbangkesra Badan Keahlian DPR RI bekerjasama dengan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, akan menyelenggarakan Focus Group Discussion
(FGD) tentang Urgensi RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen di Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Topik . Focus Group Discussion (FGD) tentang Urgensi RUU Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat
menugaskan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus
1945 Semarang sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion tersebut bersama Tim
dari Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbangkesra Badan Keahlian DPR RI.
Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Laksmi Harundani, S.H., M.Kn., HP. 081282
91283.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEAHLIAN

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;

2. Inspektur Utama DPR R,

3. PIt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang;
Bidang Ekkuinbangkesra.
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TERM OF REFERENCE (TOR)

FOCUS GROUP DISCUSSION
“URGENSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

A. Latar Belakang

menumuhkembangkan51kappelakuusahayangbertaggungJawabl
Perlindungan konsumen bukanlah konsep baru dalam peraturan
perundang-undangan Indonesia karena sudah diatur sejak zaman
penjajahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama dalam
Buku Ketiga tentang perikatan. Namun, perkembangan dalam masyarakat
membuat hukum keperdataan turut mengalami perkembangan sehingga
lahirlah berbagai peraturan baru yang bersifat lebih spesifik, termasuk

hukum yang berkaitan dengan konsumen. Peraturan khusus konsumen

'Dewan  Perwakilan Rakyat RI, Perlindungan Konsumen, dimuat dalam
https:/ /www.dpr.go.id/ arsip/indexlg/id/ 67, diakses pada 9 Oktober 2022.




diundangkan pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU tentang Perlindungan
Konsumen).: Secara filosofis pembentukan UU tentang Perlindungan
Konsumen adalah untuk menyeimbangkan posisi konsumen dengan
pelaku usaha dan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang
kerap menjadi objek aktivitas bisnis merugikan dari pengusaha dalam
mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam rangka memberikan
perlindungan konsumen, tentunya perlu diiringi dengan edukasi terhadap
konsumen sehingga cerdas dalam menggunakan haknya. Eksekusi
tersebut yang kemudian dapat diwujudkan melalui kajian sebuah regulasi
dan kebijakan yang dapat mengikat para pihak yang melakukan hubungan
hukum.? '

Melindungi konsumen sangat diperlukan untuk r_nelahirkan manusia
Indonesia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku pembangunan
untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang sekaligus
juga sumber pemupukan modal bagi pembangunan maka untuk
kelangsungan pembangunan nasional mutlak diperlukan perlindungan
kepada konsumen.? Melindungi konsumen diharapkan dapat mewuijudkan

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI

1;9;455,53:fKeberhasilan pelaksanaan perlindungan konsumen akan
mewujudkan cita-cita perekonomian Indonesia yang berdaya saing dan
berkeadilan. Keberhasilan. perlindungan konsumen sangat bergantung
pada kerangka kebijakan yang efektif, konsumen yang berdaya, dan
kebijakan persaingan yang efektif. Namun selama 23 (dua puluh tiga)
tahun pasca pemberleikuannya, UU tentang Perlindungan Konsumen

dinilai belum efektif menyelesaikan berbagai perscalan yang timbul, UU

A H. Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Makassar: Sah Media, 2017),
hal. 101, ‘

®Francis Fukuyama dalam Arfian Setiantoro dkk, Urgensi Perlindungan Hukum
Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean,
Jurnal Rechtsvinding Vol 7, Nomor 1, April 2018, Media Pembinaan Hukum Nasional, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, hal, 2.




tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum perlindungan

konsumen masih memiliki banyak kelemahan dalam implementasinya.

Pertama, keberadaan institusi pelaksana perlindungan konsumen
yang belum menjadi bagian utama penentu kebijakan ekonomi. Kedua,
rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK), Sampai dengan tahun
2019 IKK Indonesia adalah 41,70. Angka ini menunjukkan bahwa
Indonesia baru saja memasuki level mampu yang artinya konsumen sudah
mengenali hak dan kewajibannya serta mampu menentukan pilihan
konsumsinya, namun belum terlalu aktif dalam memperjuangkan hak-
haknya sebagai konsumen. IKK Indonesia ini rhasih rendah sesuai dengan
perilaku konsumen Indonesia yang masih enggan untuk komplain apabila
terjadi permasalahan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Ketiga, UU tentang Perlindungan Konsumen masih lemah dalam sisi
gramatika dan sistematika materi. Materi norma yang diatur dalam
undang-undang ini juga sudah tidak lagi memadai dengan perkembangan
teknologi informasi saat ini. Adapun, permasalahan materi dalam UU
tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa konsep dalam UU tentang Perlindungan Konsumen
memerlukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat, antara
lain: definisi konsumen; definisi pelaku usaha, barang .dan jasa; serta
perjanjian baku dan klausula baku.

2. Pengaturan substansi perlindungan konsumen berkenaan dengan
perkembangan metode perdagangan dengan sistem elektronik (e-
commerce/ digital transaction).

3. Pengaturan untuk memisahkan tanggung jawab pelaku usaha barang
dan jasa perlu dilakukan, mengingat jenis tanggung jawab hukum
pelaku usaha barang dan jasa berbeda. Pelaku usaha jasa juga harus
dibedakan secara jelas antara penyedia jasa professional dan penyedia

jasa komersial.




4. Ketiadaan ganti rugi atas kerugian nonmateri di dalam UU tentang
Perlindungan Konsumen, menyebabkan konsumen yang dirugikan
lebih memilih menggunakan Pasal 1243 KUHP yang mengenal ganti
rugi nonmaterti.

5. Masuknya Principles for Good Business Practices di dalam United Nation
Guideline For Consumer Protection (UNGCP) 2016 yang berarti bahwa
urusan perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari perilaku
pelaku usaha dalam menjalankan praktek usahanya.

6. Pengaturan dalam Pasal 56 mengenai putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat final dan mengikat namun
masih dapat dilakukan keberatan terhadép putusan dimaksud kepada
pengadilan negeri dinilai kontradiksi sehingga perlu diubah dengan
ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan putusan
BPSK, |

7. Permasalahan yang terkait dengan kelembagaan perlindungan
konsumen misalnya ketiadaan beberapa lembaga. atau organisasi
antara lain asosiasi konsumen barang dan/atau jasa sejenis, serta
ketidakjelasan pengaturan koordinasi antar berbagai instansi penegak
hukum yang terlibat dalam penegakan UU tentang Perlindungan
Konsumen, antara lain kementerian terkait, BPSK, Kepolisian,
Kejaksaan, dan Pengadilan. Selain itu, penerbitan Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang
Pemda) yang menyisihkan peran kabupaten/kota dalam urusan
perlindungan konsumen, sehingga keberadaan BPSK yang semula
diperintahkan oleh UU tentang Perlindungan Konsumen untuk
didirikan di setiap Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), saat ini hanya
didirikan di Provinsi dan Pusat.

Keempat, perlunya sinkronisasi dengan berbagai undang-undang
sektoral yang dikeluarkan setelah UU tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagai contoh, berlaku berbagai undang-undang sektoral yang mengatur

mengenai perlindungan konsumen antara lain Undang-Undang Nomor 21
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Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang tersebut
mengatur juga tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di dalam
satu Bab khusus, yaitu Bab VI tentang Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU tentang
P2SK) mengatur mengenai pelindungan konsumen dalam Bab XVIII
tentang Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen.
Pengaturan dalam UU tentang P2SK ini melengkapi pengaturan
pelindungan konsumen yang telah ada. Lebih lanjut, perlindungan
konsumen dalam sistem pembayaran telah dinyatakan dalam Penjelasan
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—Undang
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerinfah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi
Undang-Undang bahwa kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi
setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar
Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran.
Perubahan UU tentang Perlindungan Konsumen ini harus tetap menjadi
payung hukum bagi pelaksanaan wewenang perlindungan konsumen
dalam berbagai undang-undang sektoral tersebut.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas maka perlu untuk
dilakukan penyempurnaan terhadap UU tentang Perlindungan Konsumen
guna menyesuaikan dengan perkembangan dan memenuhi kebutuhan
hukum masyarakat pada tataran nasional dan global. Selain itu,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka
perubahan atau penggantian undang-undang harus disertai dengan

Naskah Akademik (NA) sebagai landasan dalam pembentukan Rancangan
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Undang-Undang (RUU). Demikian juga terhadap proses penyusunan NA
dan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Perlindungan Konsumen
vang ditugaskan oleh Komisi VI DPR RI kepada Pusat Perancangan
Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI untuk
menyusun NA dan RUUnya.

Kegiatan penyusunan konsep NA dan draf RUU tersebut
memerlukan data dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan
terkait agar konsep NA dan draf RUU yang disusun lebih komprehensif.
Oleh karena itu, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama denngan Universitas 17 Agustus
1945 Semarang bermaksud menyelenggarakan Focus Group Discussion
dengan tema “Urgensi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan
menjadi acuan dalam penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas

UU tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan dan kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen?

2. Terkait keberadaan institusi pelaksana perlindungan konsumen saat
ini, apakah sudah memadai untuk mendukung dan menyelesaikan
permasalahan perlindungan konsumen?

3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang akan
dijadikan dasar dalam penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan
atas UU tentang Perlindungan Konsumen?

4. Apa yang menjadi sasaran, ruang lingkup, arah, dan jangkauan dari
RUU tentang Perubahan atas UU tentang Perlindungan Konsumen?

5. Materi muatan apa yang perlu diatur dalam RUU tentang Perubahan

atas UU tentang Perlindungan Konsumen?




C. Tujuan
Secara umum tujuan dari Focus Group Discussion (FGD) ini yaitu
untuk mendapatkan masukan terhadap penyusunan RUU tentang
Perubahan atas UU tentang Perlindungan Konsumen untuk menunjang
data dan informasi agar penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas
UU tentang Perlindungan Konsumen lebih fokus, terarah, dan

komprehensif.

D. Pelaksanaan
Kegiatan FGD ini akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu : 09:00 WIB s.d. selesai
Tempat . Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E. Narasumber _

Dalam FGD dengan tema “Urgensi Perubahan Atas Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” ini terdapat beberapa
narasumber yang akan menyampaikan materi, yaitu:

1. Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI;

2. Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbang
dan Kesra;

3. Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Semarang;

4. Akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945
Semarang; dan

5. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Jawa Tengah.

F. Peserta




Peserta dalam kegiatan FGD ini terdiri atas pejabat struktural dan
pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, civitas
akademika Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan stakeholder terkait

dengan perlindungan konsumen.

. Penutup
Demikian TOR kegiatan FGD dengan tema “Urgensi Perubahan Atas
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” ini kami

sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2023
Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahteraan Rakyat
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

r

Wiwin Sri Rahvani, S.H., M.H.
NIP. 197901192002122002




BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
“EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING”

SUSUNAN ACARA

FOCUS GROUP DISCUSSION
“URGENSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
KAMIS, 31 AGUSTUS 2023

. egistrasi
WIB
2. | Pembukaan 08.30~ - Pembukaan oleh MC MC /Protokol

09.15WIB ) . Universitas 17
- Menyanyikan Lagu | pAgustus 1945
Indonesia Raya

- Mengheningkan Cipta &
Lagu di Timur Matahari

Mars UNTAG

- Pembacaan Doa  (dari
UNTAG)

- Sambutan/Pengantar:
Plt. Kepala Pusat
Perancangan Undang-
Undang Bidang

Ekkuinbang dan Kesra
Badan Keahlian Setjen
DPR RI




- Sambutan s gu
pembukaan oleh Rektor
Universitas 17 Agustus

1945 Semarang

- Keynote Speech
Kepala Badan Keahlian
DPR RI

Penandatanganan | 09.15-09.30 | Penandatanganan MoU dan
MoU dan PKS PKS Badan Keahlian DPR RI
dengan Universitas 17
Agustus 1945 Semarang
FGD 09.30-09.45 | Narasumber I: Moderator:
Tema : “Urgensi | WIB Pit. Kepala Pusat PUU Universitas 17
Perubahan atas Ekkuinbang dan Kesra Agustus 1945
Undang Nomor 8 :
Tahun 1999 .
tentang 09.45-10.00 | Narasumber II:
Perlindungan WIB Akademisi Fakultas Hukum
Konsumen” Universitas 17 Agustus 1945
Semarang
10.00-10.15 | Narasumber III:
WIB Akademisi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Semarang
10.15-10.30 | Narasumber IV:
WIB Akademisi Fakultas Ekonomi
Universitas 17 Agustus 1945
Semarang
10.30-10.45 | Narasumber V:
WIB Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya
Masyarakat Jawa Tengah
10.45- Tanya jawab
12.00 WIB | Peserta Diskusi
Penutupan 12.00-12.30 | Penutupan MC /Protokol
WIB Universitas 17

Agustus 1945
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BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
“EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING”

SUSUNAN ACARA

FOCUS GROUP DISCUSSION
“URGENSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
RABU, 30 AGUSTUS 2023

NO KEGIATAN WAKTU RINCIAN KETERANGAN
1. | Persiapan 08.00-08.30 | Registrasi Peserta Panitia
WIB
2. | Pembukaan 08.30- -  Pembukaan oleh MC MC/Protokol
09.15WIB Universitas 17

- Menyanyikan Lagu
Indonesia Raya

- Mengheningkan Cipta &
Lagu di Timur Matahari

-  Mars UNTAG

- Pembacaan Doa  (dari
UNTAG)

- Sambutan
Kepala Badan Keahlian
DPR RI

- Sambutan sekaligus
pembukaan oleh Rektor
Universitas 17 Agustus

Agustus 1945




NO KEGIATAN WAKTU RINCIAN KETERANGAN
1945 Semarang
3. | Penandatanganan | 09.15-09.30 | Penandatanganan MoU dan
MoU dan PKS PKS Badan Keahlian DPR RI
dengan Universitas 17
Agustus 1945 Semarang
3. | FGD 09.30-09.45 | Narasumber I: Moderator:
Tema : “Urgensi | WIB Plt. Kepala Pusat PUU Universitas 17
Perubahan atas Ekkuinbang dan Kesra Agustus 1945
Undang Nomor 8
Tahun 1999
tentang 09.45-10.00 | Narasumber II:
Perlindungan WIB Akademisi Fakultas Hukum
Konsumen” Universitas 17 Agustus 1945
Semarang
10.00-10.15 | Narasumber III:
WIB Akademisi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Semarang
10.15-10.30 | Narasumber IV:
WIB Akademisi Fakultas Ekonomi
Universitas 17 Agustus 1945
Semarang
10.30-10.45 | Narasumber V:
WIB Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya
Masyarakat Jawa Tengah
10.45-12.00 | Tanya jawab
WIB Peserta Diskusi
4. | Penutupan 12.00-12.30 | Penutupan MC/Protokol
WIB Universitas 17

Agustus 1945




KELEMBAGAAN
DALAM
PENYELENGGARAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Disempeiiken ©leh :
Pioii: B Reiine Mawernl Sukmernegsin, S, M.Funm




. konsumen.

PENDAHULUAN

Masalah perlindungan konsumen sering kali menjadi perbincangan di Masyarakat seperti diabaikannya hak-2
sbg konsumen dan kompleksitas persoalan seperti kualitas, keamanan dikonsumsi, sampai pd standarisasi,
menjadi issu yg harus segera di carikan solusinya. B

Posisi kurang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen yg disebabkan belum memadainya regulasi yg
ada menjadi salah satu penyebab kurang nya kepastian hukum

Kemajuan Teknologi dan perdagangan bebas, sebagi salah satu penyebab banyaknya tawaran berbagai macam
produk yg di pasarkan kepada konsumen baik secara langsung, media cetak sampai elektronik, bahkan sejak
pandemic covid-19 tawaran produk melalui elektronik menjadi solusi tepat krn ganasnya virus tersebut
sehingga transaksi secara tatap muka tidak dianjurkan.

Kemajuan Teknologi dan perdagangan bebas merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dihindari dan telah =
menimbulkan perubahan secara cepat. Canggihnya teknologi, sehingga industry industry mampu

| memproduksi berbagai produk dengan skala yang tidak kecil .

Pemerintah mempunyai peran strategis sebagai penengah kedua kepentingan baik pelaku usaha maupun

RIS Wy N | PR e u®




DASAR PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
KONSTITUSI

Pasal 5 Ayat (1) : Presiden berhak
mengajukan rancangan undang- Pasal 21 : Aggota Dewan
undang kepada Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat berhak
Rakyat. mengajukan usul rancangan
undang-undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
[ndonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
khususnya Pasal :

Pasal 27 Ayat (2): Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan Pasal 33 Ayat (4): Perekonomian nasional
penghidupan yang layak bagi diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi

kemanusiaan. ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.



DASAR HUKUM

UUD NRI 1945 ‘

UU No. 8 Tahun
1999 tentang

Efi?ﬁ?fan PP No. 4 Tahun
2019 tentang Badan
, Perlindungan
' Konsumen
Nasional



Definisi Perlindungan

‘@ Segala upaya yang menjamin adanya
Undan g-Undan g kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.

Nomor 8 Tahun
1999

' Keseluruhan peraturan dan hukum yg /
Konsep Per]indungan mengatur hak dan kewajiban dan produsen

; yg timbul dlm usahanya utk memenuhi
Konsumen (Sidobalok kebutuhannya dan mengatur upaya-2 utk

2014:39) menjamin terwujudnya perlindungan
' hukum thd kepentingan konsumen

\.
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ELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGA AN
PERLINDUNGAN KONSUMEN aGE

.~ Membicarakan kelembagaan dalam penyelenggaraan perlindungan =
" konsumen akan menyangkut kesadaran semua stakeholder .

1. Pemerintah b2
2. Pelaku usaha L
3. Konsumen P

Ad.1. Pemerintah
Pemerintah mempunyai andil dlm penyelenggaraan perlindungan
konsumen spt penentuan standardisasi, pemberdayaan konsumen
bahkan sampai pd pembinaan dan pengawasannya. Pemerintah
scr umum (dIm kontek bernegara) mempunyai tanggung jawab
dIm perlindungan konsumen yg menjamin diperolehnya hak
kewajiban konsumen dan pelaku usaha, selain Pemerintah dlm
penyelenggaraan perlindungan thd konsumen ada kurang |
Iebxhnya 3 Lembaga non Pemerintah yg aktif seperti BPKN, :
LPKSM dan BPSK.







Pemerintah bertanggung jawab atas
pembinaan penyelenggaraan perlindungan

konsumen yang menjaga keseimbangan
antara hak konsumen dan pelaku usaha




Kelembagaan Perlindungan @St

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
NASIONAL ( BPKN)

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM)

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA

KONSUMEN ( BPSK)






ASPEK KELEMBAGAAN (UU Nomer 8 Tahun 1999)

d Dalam Upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN), dari pola rekruitmen nya : diangkat oleh
Presiden atas usul Menteri setelah dikonsultasikan kepada DPR RI.

0 Fungsi nya sebagai supporting/auxiliary terhadap fungsi Lembaga negara
utama.

1 BPKN merupakan Lembaga non structural. Lembaga non structural
dibentuk untuk membantu tugas pemerintah untuk melaksanakan tugasnya
khususnya untuk merespon berbagai tuntutan dalam mewujudkan Good
Governance, karena ada fungsi fungsi khusus yang tidak dapat dilaksanakan
secara regular dan perlu dilaksanakan secara independent.

N
\\\‘b’\.




ASPEK KELEMBAGAAN

Dalam mendukung tugas BPKN, anggaran dibebankan kepada APBN

(anggaran pendapatan Belanja Negara) atau sumber lain sesuai peraturan
perundang-undangan.

O Keberadaannya di Ibukota Negara RI, jika diperlukan dapat membentuk
perwakilan di ibukota daerah provinsi.

d Persoalan nya apakah semua Pemerintah daerah provinsi dengan segala
problematika siap terkait sumber penganggaran ?

O UU No. 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyisihkan peran
kab/kota terkait perlindungan konsumen.

O Tidak adanya Asosiasi konsumen barang/jasa sejenis dan perlunya
koordinasi terkait penegakan Undang-Undang perlindungan konsumen

Fungsi utama Lembaga negara adalah menciptakan
lingkungan negara yang kondusif, harmonis dan

sebagai penghubung antara negara dengan rakyatnya




.|

memberikan J J J menyebarluas ~ menerima
saran dan mendorong kan informasi  pengaduan melakukan
rekomendasi ~ melakukan melakukan berkembang melalui media tentang survei yg
kpd penelitian dan penelitian nya lembaga mengenai perlindungan menyangkut
pemerintah pengkajian thd barang  perlindungan  perlindungan  konsumen dr kebutuhan
dlm rangka terhadap dan/atau konsumen konsumen masyarakat, konsumen
penyusunan  peraturan jasa yg swadaya dan lembaga
kebijaksanaan perundang- menyangkut masyarakat memasyaraka  perlindungan
di bidang undangan yg keselamatan tkan sikap konsumen
perlindungan berlaku di konsumen keberpihakan  swadaya
konsumen bidang kepada masyarakat,
perlindungan konsumen atau pelaku
konsumen usaha; dan
d Tugas LPKSM :
menyebarkan Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen J
informasi dlm
rangka J J melakukan
meningkatkan _ ‘ pengawasan
kesadaran atas hak memberikan bekerja sama J bersama
dan kewajiban dan nasihat kepada dengan instansi pemerintah dan
o Han konsumen yang terkait dalam membantu konsumen masyarakat
T men dlm memerlukannya  upaya dalam memperjuangkan terhadap
mengkonsumsi mewujudkan haknye.l, termasuk pelaksanaan
barang dan/atau jasa perlindungan menerima keluhan atau perlindungan
A konsumen pengaduan konsumen konsumen &

Tugas BPKN:

<

<

4



Pasal 34 ayat Pasal 52 UU

(1) UU
Perlindungan
Konsumen

Perlindungan
Konsumen

BPSK

Pasal 44 ayat
(3) UU
Perlindungan
Konsumen



Lanjutan:

Sebagai Dasar dlm pembentukan RUU yaity
UU Nomer 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang undangan
Jis UU No.15 Tahun 2019 dan UU No.13 Tahun
2022 Tentang Perubahan kedua atas UU
Nomor 12 Tahun 2011 : Pengubahan maupun
penggantian UU harus disertai Naskah

” Akademik sebagai landasan pembentukan

RUU I ——




PENUTUP

dang-undang tentang pemerintahan daerah (UU No.
th 2014 dengan perubahannya terkait perlindungan
nsumen masih menyisinkan peran kabupaten/kota
rkait perlindungan konsumen.Keberadaan BPSK yang
mula di perintahkan oleh UU tentang perlindungan
nsumen di dirikan disetfiap daerah kab/kota saat ini
anya di dirikan di pusat dan provinsi ,sehingga
edepan diharapkan segera terbentuk BPSK di daerah
ab/kota , Hal ini diperlukan goodwiil dari semua pihak.

egera dibentuk Asosiasi pedagang barang dan Jasa
yang sejenis untuk mempermudah dalam melakukan
pembinaan terkait perlindungan konsumen.







Perlindungan Konsumen dalam Sektor
Jasa Keuangan, Transaksi Online, dan E-
commerce di Era Digital

Prof. Dr. Emiliana Sri Pudjiarti, Msi




Profil Usaha E’commerce Indonesia
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Zaman Now, bisnis digital dan E commerce
tengah hangat menjadi perbincangan.
Banyak startup muncul dan semuanya
berlomba untuk mendapatkan keuntungan
dari peluang yang sedang tumbuh subur.

Transaksi di sektor E Digital mencapai
Rp 495,2 triliun di 2023. Jumlah
pelanggan baru belanja online
meningkat tahun 2022, tapi tahun 2023
agak menurun

Indonesia merupakan wilayah dengan
pertumbuhan bisnis digital yang
sangat pesat. Pertumbuhan
perdagangan online Indonesia
tertinggi mencapai 88,1% sehingga
Indonesia masuk ke dalam jajaran top
10 negara dengan pertumbuhan
ekonomi digital tertinggi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha pedagangan
elektronik memiliki nilai ekonomi bagus,




Bisnis digital berkorelasi dengan 4.0

Cepat Kemudahan
Akses

Desain '

Menarik e : Transparansi
. Transaksi

Customer
Experience




Wilayah
pengiriman
barang masih
dalam pulau
yang sama
dengan domisili
usaha

Pengiriman
langsung sebagai
metode pengiriman
yang paling
sering digunakan

Mayoritas
menggunakan
pesan instan
dan media sosial
sebagai media
penjualan;

Hasil pendataan
menunjukkan pelaku

usaha eCommerce di Indonesia
mempunyai karakteristik

sebagai berikut :

Mayoritas ¥
pendidikan
penanggung jawab/ |
pemilik usaha |

adalah sekolah
menengah atas; 4

Nilai
pendapatan total
maupun nilai
pendapatan
eCommerce
dibawah 300

. jutarupiah;
' Mayoritas

Metode pembayaran 4
yang paling sering usaha ?'_d?k
digunakan adalah ] memiliki

Cash on Delivery (COD) ot laporan
atau pembayaran A keuangan;
secara tunai, =




Skor Keberdayaan
Konsumen

0-20 : sadar

IKK Indonesia P

60-80 : kritis
80-100 : berdaya
TINGKAT KEBERDAYAAN
KONSUMEN INDONESIA IKK Tahun 2020 (49,07), Tahun 2021 (50,39), Tahun
& 5 5 -Indeks Keberdayaan Konsumen/IKK - 2023 (53.23) masuk kedalam kategori “mampu”.
2 N KONCER, : A
g Artinya—> konsumen terindikasi mampu menggunakan
= . hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan
Riau ‘ pilihan terbaik serta menggunakan produk dalam
negeri, dimana masih jauh dibandingkan dengan skor
ikk di negara maju mencapai minimal 60 an menuju

322 . suksel & NIF. @ konsumen kritis dan berdaya.
h“ 3602 | . 85 #
Jaba ansm @ g e 2

abar X
34,98 Jateng Jatim
36,62 38,72

Hak konsumen :
Hak mendapatkan barang/jasa yang aman, nyaman dan sesuai dengan yang dijanjikan;
Hak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur;
Hak mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak diskriminatif;
Hak mendapatkan perlindungan dan penyelesaian sengketa; dan
Hak mendapatkan konpensasi dan ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai.

Kewajiban konsumen :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian;

3.  Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.




ILUSTRASI KONSUMEN

X/

% Seorang ibu membeli barang melalui toko daring di e-market place,
mulai memilih-milih barang, membandingkan dengan toko lain,
kemudian sampai pada tahap transaksi pembayaran,

si ibu melaluinya dengan aman-aman saja. Tetapi apa yang terjadi
pada saat barang di terima, ternyata barang tidak sesuai dengan yang
diharapkan saat dulu ditawarkan.

Apa yang dilakukan si ibu tsb .? - bersikap adem-adem saja tidak
komplain, - mungkin dianggap nilai barang tidak seberapa - bikin
repot, - berkeinginan untuk komplain, tapi bingung kemana dan
prosedurnya seperti apa.

Hal inilah yang menjadi ketidaktahuan konsumen untuk mempertahankan hak-hak nya, untuk
mendapatkan perlindungan, perlakuan dan pelayanan konsumen seutuhnya.

Terdapat dua faktor utama yang dominan memicu masih rendahnya indeks keberdayaan
konsumen (IKK) yang terjadi dimasyarakat:

1. kurangnya pengetahuan masyarakat soal regulasi dan lembaga terkait perlindungan
konsumen,

2. perilaku komplain yang belum umum di kalangan konsumen.




Tantangan Peningkatan Literasi Keuangan

Digital

TANTANGAN PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DIGITAL

______________________________________________________________________

Kondisi Geografis ¢ Gap Indeks Literasi dan Inklusi

Kondisi mrafls Indonesia berbentuk kepuhuan Tefdapal gap indeks literasi dan inklusi
keuangan di wilayah perdesaan dan perkotaan

Indeks literasi dan inklusi wilayah perkotaan

intern
Akses internet lebih tinggi dibanding pedesaan.

Akses internet yang belum merata di seluruh
wilayah di Indonesia

Akses Jasa Keuangan ¢ Demografi Penduduk
Akses ke lembaga jasa keuangan formal yang @  Demografi penduduk Indonesia yang sangat

masih sulit di beberapa wilayah, beragam dari mulai bahasam adat, budaya, F A K T A N Y A
suku, agama, ras dan lain lain ‘ se e
Tingkat Pendidikan dan Perekonomian ¢
Tingkat pendidikan dan perekonomian masing- : INDEKS KEUANGAN

masing wilayah di Indonesia berbeda

............ . INKLUSI

¢ Populasi Indonesia 278,69 juta jiwa pada pertengahan 76'] 9% 38’03%
2023, Generasi muda 75%

% Pengguna internet 73,8 % dari populasi GAP 38 %

< Lebih dari 16.000 pul +LITERASI DIGITAL
M i ~ BELUM MERATA




Tantangan dan resiko Perlindungan konsumen di era

digital

Kondisi
di Indonesia

Praktik
pemasaran
yg buruk &
perubahan

perilaku
konsumen

Risiko

terhadap |
konsumen |

TANTANGAN

Rendahnya literasi
& maraknya produk
ilegal dan
penipuan

Penyampaian
informasi yang
tidak jelas,
perilaku konsumen
ingin praktis &
serba cepat

o\ Misleading information,
\ .\ misselling,

| overindebtness, Misuse

! of Data, Data leak

/' (kebocoran)

Pemetaan Risiko Perlindungan Konsumen di Era

Cyber
Security

i &

Penanganan Klaysvla
Pengaduan Eksonerasi

e 8

Data Security




Kejahatan Keuangan di era digital

= Diperlukan Adanya Keseimbangan Dalam Inovasi
dan Perlindungan Konsumen
Swap

Skimming  SIM INOVASI PERLINDUNGAN

tindakan pencurian  pengambilalihan SIM Social :
informasi dengan cara  card korban oleh pelaku Enaineerin InI(Iu.S| da'! KONSUMEN
menyalin informasi kejahatan. Pelaku jadi g g Literasi | Risiko Operasional
yangterdapatpada  leluasa menggunakan  Manipulasi psikologis untuk Keuangan ... Cyber
stripmagnetik kartu  |ayanan keuanganyang  mendapatkan informasi g s
debit atau kartu terhubung dengan SIM tertentu * Risiko Fraud
kredit secara ilegal card korban * Risiko Data
. . . . s * Risiko Reputasi
Teknik dasar memperoleh informasi dengan modus social engineering : inN

Phising Vishing Impersonation
Pengelabuan Mempengaruhi
melalui korban untuk Berpura - pura menjadi

komunikasi melakukan orang lain untuk
elektronik (E- tindakan (via mendapatkan

12:14/1:02:26




Mitigasi Risiko Kejahatan Keuangan digital

sinergi optimal dengan para pelaku dapat
terbentuk namun perlindungan konsumen
juga tetap terjaga.

Mengatur inovasi dengan regulasi yang
lembut dan ruang yang aman bagi inovasi.
Pentingnya Pengawasan Market Conduct

Maksimalkan upaya pencegahan dan
koreksi :

a. Edukasi kepada konsumen

b. Penyempurnaan ketentuan

c. Penegakan ketentuan dan pengawasan

14:53 /1:02:26

Balanced regulatory framework, agar 'i ° Menginformasikan Sécara

transparan kepada konsumen
terkait penggunaan data dan
informasi yang dimintakan
Melakukan pembatasan
permintaan data dan informasi
yang tidak diperlukan atau tidak
relevan (data minimisation)
Menempatkan cybercrime
sebagai salah satu risiko bisnis
utama -> risiko terjadi kebocoran
data oleh pihak lain

Memahami dan menyadari penggunaan
data dan informasi yang disampaikan
kepada Pelaku Usaha

Memastikan situs jejaring, platform, dan
layanan yang ditawarkan Pelaku Usaha
adalah resmi dan sudah menggunakan
fitur keamanan yang baik

Memastikan bahwa data atau informasi
yang disampaikan tersimpan dengan
aman

Gunakan koneksi internet/wifi yang
aman ketika melakukan transaksi
keuangan




Transparansi

Melakukan praktik bisnis secara transparan
kepada pemberi dan penerima pinjaman.
Hak dan kewajiban dituangkan di dalam
perjanjian, tidak ada yang ditutupi.

b)v”_:“l’)lf'i’\ a vano A .':.I
rClhidiUall yalig AUl

Berlaku adil kepada pemberi
dan penerima pinjaman.

Keandalan

Menjadi platform yang dapat diandalkan
pemberi dan penerima pinjaman dan
menyediakan sistem transaksi yang dapat

Avamanan nan mAanan

Unsur edukasi dan perlindungan Konsumen

Kerahasiaan & Keamanan Data
Mampu menjaga kerahasiaan dan
keamanan data pribadi dan data transaksi
dari pihak-pihak yang tidak terkait dengan
bisnis LPMUBTI dan tunduk pada peraturan
terkait kerahasiaan dan keamanan data.

Penanganan Pengaduan dan

penyelesaian Sengketa
Penanganan pengaduan dan
penyelesaian sengketa pengguna
secara sederhana, cepat dan biaya
terjangkau




KESIMPULAN

UU Nomor 8 tahun 1999, krusial untuk di revisi terkait dengan perdagangan yang
berbasis online, karena di UU perlindungan konsumen tsb belum memasukkan

hal-hal terkait dengan basis on line.

Revisi UU Perlindungan Konsumen harus memasukkan terkait platform digital,
dimana aktivitas warga dalam berbelanja saat ini cukup menggunakan
handphone, sehingga dalam hal ini perlu dilindungi data konsumen.

Apalagi tidak sedikit konsumen yang tertipu saat berbelanja online, dan banyak
juga hak-haknya yang kerap diabaikan.

Ada kesus perdagangan dengan sistem pembayaran COD, yang memakan
korban pihak jasa kurir. Seharusnya bertanggung jawab adalah perusahaan
platform digital.




TERIMA KASIH




STRICT LIABILITY DALAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN UU No. 8/1999







* Tentukan dengan jelas definisi produk yang dimaknai
dan produk apa saja yang dikecualikan.

* Pastikan juga batasan waktu berlakunya tanggung
jawab mutlak dan apakah itu berlaku untuk semua
produk atau hanya produk tertentu

* Pastikan juga batasan waktu berlakunya tanggung
jawab mutlak Strict Liability




* Tanggung Jawab Mutlak dan Cacat Produk: Jelaskan dengan jelas
bahwa produsen atau distributor akan bertanggung jawab secara
mutlak atas cedera atau kerusakan yang disebabkan oleh cacat produk.
Tetapkan standar yang jelas untuk apa yang dianggap sebagai cacat
produk, termasuk cacat desain, cacat manufaktur, atau kegagalan
dalam memberikan peringatan yang memadai.

* Pentingnya Keamanan Produk: Sertakan ketentuan yang mendorong
produsen untuk mematuhi standar keamanan produk yang ditetapkan
oleh otoritas yang berwenang. Ini dapat mencakup persyaratan
pengujian produk sebelum dijual, penerbitan peringatan yang jelas
terkait penggunaan yang aman, dan pemenuhan standar kualitas
tertentu.




* Kewajiban Pemberitahuan: Tetapkan kewajiban bagi produsen atau
distributor untuk memberi tahu otoritas terkait jika mereka mengetahui
adanya cacat produk yang dapat membahayakan konsumen. Ini dapat
membantu mencegah potensi risiko yang lebih besar.

* Perlindungan Konsumen: Pastikan bahwa undang-undang ini
memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen yang
mengalami cedera atau kerusakan akibat cacat produk. Tetapkan

prosedur yang jelas untuk mengajukan klaim dan mendapatkan ganti
rugi.

* Sanksi dan Ganti Rugi: Tentukan sanksi yang akan dikenakan jika
produsen atau distributor melanggar kewajiban mereka berdasarkan
undang-undang ini. Termasuk juga ketentuan terkait jumlah ganti rugi
yang dapat diklaim oleh konsumen yang terkena dampak



* Bukti dan Pembuktian: Atur bagaimana beban bukti akan
ditangani dalam klaim yang berkaitan dengan strict liability.
Mungkin diperlukan kewajiban bagi produsen atau distributor
untuk membuktikan bahwa produk mereka tidak cacat atau
bahwa cedera tidak disebabkan oleh cacat produk.

* Pengawasan dan Penegakan: Tetapkan mekanisme
pengawasan dan penegakan undang-undang ini oleh otoritas
yang berwenang. Pastikan bahwa ada prosedur yang jelas
untuk melaporkan pelanggaran dan mengambil tindakan
hukum yang sesuai.



*SEKIAN
TERIMA KASIH
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